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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang hingga saat ini masih limpahan rahmat
dan hidayah, sehingga dapat tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP)
tahun 2020 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dengan
baik. Laporan ini didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP), di dalamnya terdapat informasi masalah perencanaan
strategis, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Probolinggo.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Probolinggo merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dan target

kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 yang disusun
ini mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai tingkat keakuratan yang telah

ditetapkan.

Probolinggo,  Januari 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
/5%~ ~Kota Probeli

‘ . Si
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Tahun 2020 ini merupakan wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan Perencana Strategis (Renstra), yang berisi informasi
tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan,
termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo merupakan suatu rencana jangka
menengah tahun 2019-2024 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dalam mendukung visi
misi Walikota yaitu Visi : “ Bersama Rakyat Membangun Kota Probolinggo Lebih Baik,
Berkeadilan, Sejahtera, Transparan dan Aman” dan Misi ke 4 (empat) “ Tata Kelola
Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik” dengan tujuan RPJMD “Meningkatkan
Tata Kelola dan Pelayanan Publik” serta sasaran RPJMD “Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan” dengan Indikator Indeks Kepuasan
Masyarakat yang kemudian diturunkan menjadi Tujuan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yaitu Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Terkait Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dengsn Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sasaran :

1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan

Pencatatn Sipil dengan Indikator :

a. Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el

b. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun
2. Meningkatnya akurasi Data Kependudukan dengan indikator :

a. Persentase data ganda dan anomaly yang tervalidasi

yang harus dicapai pada akhir tahun 2020.

Sebagaimana Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 yang telah disusun,
dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja secara mandiri (self Assesment), dengan
dukungan anggaran DPA SKPD Tahun 2020 sebesar Rp. 2.854.766.232,-. Secara umum
capaian target indikator kinerja sudah baik walaupun belum tercapai 100% hal ini
disebabkan adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena terkendala Pandemi

Covid 19, kedepan sasaran yang diharapkan bisa tercapai.



BAB |
PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI
A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya. Hal terpenting dalam LKjIP adalah pengukuran
dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja. Penyusunan LKjIP bertujuan antara lain untuk memberikan informasi
Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan
sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan
Kinerjanya.

Semangat Otonomi Daerah telah mewarnai Pendayagunaan Aparatur Negara dengan
tuntutan mewujudkan Administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan
keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dengan mempraktekkan prinsip-prinsip Good Gavernance. Selain itu, masyarakat menuntut agar
pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu
menyediakan Public Good And Service sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Inpres No. 7 Tahun 1999 memastikan setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah Negara mulai dari Pejabat Eselon 11 untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan
kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan tolak ukur Perencanaan Strategik.
Penyajian Laporan Akuntabilitas ini didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara No. 239/1X/6/8/2003 tentang Pemerintahan. Di dalamnya memuat unsur-unsur
perencanaan strategik dan perencanaan kinerja serta analisis pencapaian kinerja yang telah
dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Tahun 2020.

B. LANDASAN HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Prov. Jawa Timur juncto
Undang-Undang No: 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan PerubahanUndang-Undang
Tahun 1950 No: 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur;

b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
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d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kab./Kota;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

f.  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata Cara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

J.  Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo;

k. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

C. SUSUNAN ORGANISASI
Keberadaan organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota
Probolingggo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo adalah

sebagai berikut :

» Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;

» Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Walikota
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

» Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan darah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil;
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Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sedangkan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo terdiri atas :

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan

program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

a.
b.

e o

@

pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;

pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan;

pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;

pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;
pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan
informasi Dinas;

pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar
kompetensi jabatan pada Dinas;

pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;

pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas; dan
pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

a.

menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Umum
dan Kepegawaian;

membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam
pelaksanaan tugas;

melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan,
kepustakaan dan tata kearsipan;

melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;

mengoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar
kompetensi pegawai Dinas;

mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
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menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana
dan prasarana kerja;

melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan
penghapusan sarana dan prasarana kerja;

melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan
tamu Dinas;

melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor,
serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;

menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran
Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :

a.

> @

menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian
Perencanaan dan Keuangan;

membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam
pelaksanaan tugas;

mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas;

menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada Website
Dinas;

melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
melaksanakan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas;

melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Dinas;
melaksanakan Akuntabilitasi Kinerja Dinas;

melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran
Dinas;

menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan
Dinas;

menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran
Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
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4. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan

pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang
meliputi pendaftaran penduduk, pelayanan KTP-el, KK, KIA dan perpindahan penduduk.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

mempunyai fungsi :

a.  perumusan rencana kerja dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi
pendaftaran penduduk, pelayanan KTP-el, KK, KIA dan perpindahan penduduk;

b.  perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang
meliputi pendaftaran penduduk, pelayanan KTP-el, KK, KIA dan perpindahan
penduduk;

c.  pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk yang meliputi pendaftaran penduduk, pelayanan KTP-el, KK,
KIA dan perpindahan penduduk;

d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi pendaftaran
penduduk, pelayanan KTP-el, KK, KIA dan perpindahan penduduk; dan

e.  pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas;

5. Seksi Identitas Penduduk, mempunyai tugas :

a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Identitas
Penduduk;

b.  menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Identitas
Penduduk;

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam
pelaksanaan tugas;

d.  menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Identitas Penduduk;

e.  menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Seksi Identitas Penduduk;

f. melaksanakan sosialisasi tentang kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
(KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA);

g. melaksanakan pembinaan dalam rangka tertib administrasi dan pemrosesan,
pengurusan serta penerbitan KK dan KTP-el, KIA di tingkat kelurahan, tingkat
kecamatan dan tingkat kota;

h.  melaksanakan pelayanan penerbitan KK, KTP-el, KIA dan KTP Khusus;

I. melaksanakan pengadaan blanko KK, KTP-el, KIA dan KTP Khusus;
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melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana penerbitan KK, KTP-el, KIA dan KTP
Khusus;

melaksanakan penyusunan langkah dan solusi konkrit atas kemungkinan munculnya
permasalahan, kendala teknis, dampak serta akibat hukum berkaitan KK, KTP-el,
KIA dan KTP Khusus;

melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi ldentitas Penduduk;

menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi
Identitas Penduduk; dan

melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk.

6. Seksi Pindah Datang mempunyai tugas :

a.

menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pindah
Datang;

menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pindah
Datang;

membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam
pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pindah Datang;
menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Seksi Pindah Datang;

melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban pelanggaran proses
perpindahan penduduk;

melaksanakan kerja sama antar daerah dalam rangka koordinasi perpindahan
penduduk;

melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia
(SKPWNI);

melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Pindah Datang;

menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi
Pindah Datang; dan

melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk.
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7. Seksi Pendataan Penduduk, mempunyai tugas :

a.

menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pendataan
Penduduk;

menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pendataan
Penduduk;

membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam
pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pendataan
Penduduk;

menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Seksi Pendataan Penduduk;

melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan
Nomor Induk Kependudukan (NIK);

mengumpulkan, memelihara dan mengolah data hasil Pendataan penduduk;
melaksanakan pendataan penduduk dengan jalan pencocokan dan penelitian (Coklit)
Daftar Rumah Tangga (DRT) setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk memperbarui data
kependudukan;

melaksanakan pendataan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara
Asing, korban bencana alam, penduduk rentan dan penduduk yang datang secara
ilegal/tanpa dilengkapi dokumen kependudukan, serta yang belum mempunyai
kelengkapan dokumen kependudukan;

menyelenggarakan pendataan penduduk Warga Negara Asing tinggal tetap/terbatas
yang bekerja pada perusahaan berikut kelengkapan dokumen kependudukan;
memproses permohonan dan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi
Warga Negara Asing yang memiliki Dokumen dari Imigrasi;

melaksanakan  tertib  pencatatan, pelaporan dan  pengendalian, serta
pendokumentasian/penyusunan laporan secara berkala atas penerbitan surat
keterangan kependudukan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Pendataan Penduduk;

menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi
Pendataan Penduduk; dan

melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk.

8. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan
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pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan pencatatan sipil yang meliputi

kelahiran perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai

fungsi :

a.

o «Q —Hh @

perumusan rencana kerja dibidang pelayanan pencatatan sipil yang meliputi
kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, perwarganegaraan dan
kematian;

perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan pencatatan sipil yang meliputi
kelahiran perkawinan, perceraian, perubahan status anak, perwarganegaraan dan
kematian;

pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pelayanan
pencatatan sipil yang meliputi kelahiran perkawinan, perceraian, perubahan status
anak, perwarganegaraan dan kematian;

pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan dibidang pelayanan pencatatan sipil yang meliputi kelahiran perkawinan,
perceraian, perubahan status anak, perwarganegaraan dan kematian; dan

penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;

penatausahaan dokumen pencatatan sipil;

pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

. Seksi Kelahiran mempunyai tugas :

a.

menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Kelahiran;
menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Kelahiran;
membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam
pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Kelahiran;
menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Seksi Kelahiran;

menyusun standar dan pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta
Kelahiran;

melaksanakan layanan pengurusan dan penerbitan Akta Kelahiran;

melaksanakan penyimpanan register Akta Kelahiran;

melaksanakan pengadaan dokumen Buku register dan blanko kutipan Akta
Kelahiran;

melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan

Seksi Kelahiran;
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menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi
Kelahiran; dan
melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan

Pencatatan Sipil.

10. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan

Kematian, mempunyai tugas :

a.

menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi
Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perkawinan,
Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam
pelaksanaan tugas;
menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Perkawinan,
Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak,
Pewarganegaraan dan Kematian;
menyusun standar pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan akta
perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan
status anak, pewarganegaraan,kematian dan peristiwa penting lainnya;
melaksanakan pelayanan pengurusan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian,
pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status anak,
pewarganegaraan,kematian dan peristiwa penting lainnya;
melaksanakan penyimpanan register akta perkawinan, perceraian, pengangkatan
anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status anak,
pewarganegaraan,kematian dan peristiwa penting lainnya;
melaksanakan pengadaan dokumen Buku register dan blanko kutipan akta
perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak,
perubahan status anak, pewarganegaraan,kematian dan peristiwa penting lainnya;
melaksanakan sosialisasi pengurusan Akta Pencatatan Sipil;
melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan
Kematian;
menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi
Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;

dan
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melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan

Pencatatan Sipil.

11. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan

dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang

meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data,

kerjasama dan inovasi pelayanan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi :

a.

perumusan rencana kerja dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan
dan pemanfaatan data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan,
pengelolaan dan penyajian data, kerjasama dan inovasi pelayanan;

perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan informasi administrasi
kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengelolaan dan penyajian data, kerjasama dan inovasi pelayanan;
pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pengelolaan
informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem
informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data, kerjasama
dan inovasi pelayanan;

pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan
pemanfaatan data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan,
pengelolaan dan penyajian data, kerjasama dan inovasi pelayanan; dan

pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas;

12. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas :

a.

menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan;

menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan;

membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam
pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan;
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13.

menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana serta infrastruktur Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

melaksanakan pengendalian operator SIAK pada tiap-tiap kecamatan dan kelurahan;
melaksanakan optimalisasi peningkatan kinerja sumber daya operator SIAK
melaksanakan perlindungan terhadap pihak-pihak dan atau orientasi pemanfaatan
atas hal-hal yang berkaitan dengan SIAK;

melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;dan

melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data, mempunyai tugas :

a.

menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi
Pengelolaan dan Penyajian Data;

menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengelolaan
dan Penyajian Data;

membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam
pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengelolaan dan
Penyajian Data;

menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data;

melaksanakan penyimpanan dan perlindungan data pribadi penduduk dengan
mempedomani regulasi dan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan validasi dan akurasi database kependudukan secara sitematis,
terstruktur dan terkoneksi antara perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan
komunikasi data;

melaksanakan pengolahan, pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database
beserta data cadangannya;

melaksanakan sinkronisasi, Akurasi dan pemutakhiran data hasil Pencocokan dan
Penelitian Data Rumah Tangga (COKLIT DRT) dan pemandunya dengan data
pencatatan sipil;
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melaksanakan kajian dan teknis berkaitan dengan hak akses data dan dokumen
kependudukan, penyimpanan dan perlindungan data pribadi penduduk, persyaratan
dan tata cara memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk;

melaksanakan monitoring implementasi SIAK di Daerah;

melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data;

menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi
Pengelolaan dan Penyajian Data; dan

melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

14. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas :

a.

menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Kerja
Sama dan Inovasi Pelayanan;

menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Kerja Sama
dan Inovasi Pelayanan;

membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam
pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Kerja Sama dan
Inovasi Pelayanan;

menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;

melaksanakan pengumpulan, fasilitasi dan penyediaan informasi berkaitan dengan
data kependudukan, pencatatan sipil dan SIAK, beserta pendistribusiannya melalui
media dan atau sarana publikasi lain;

memfasilitasi penanganan pengaduan dan tindak lanjut permasalahan administrasi
kependudukan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dalam pelayanan administrasi
kependudukan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;

menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi
Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; dan

melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
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D. SUMBER DAYA

1.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan
kinerja organisasi memerlukan pengembangan kompetensi dan pemberian
kewenangan serta tanggung jawab Yyang terencana, terarah dan strategis.
Pemberdayaan (empowering) pegawai sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik

(Good Governance). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo diantaranya melalui analisa jabatan, analisa
kebutuhan pendidikan dan latihan, serta pendidikan dan latihan baik fungsional,
struktural maupun teknis.

Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo
keadaan sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 47 orang, dengan rincian

kriteria sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan :

Golongan Jumlah
Golongan IV 5 orang
Golongan Ill 12 orang
Golongan Il 5 orang
Golongan | - orang

Total 22 orang
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Jumlah Pegawai/Karyawan/Karyawati Dispenduk Capil berdasarkan Jabatan :

Jabatan Jumlah
Eselon Il 1 orang
Eselon I 4 orang
Eselon IV 7 orang
Fungsional 3 orang
Staf PNS 7 orang
Staf Non PNS 25 orang
Total 47 orang

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN
JABATAN
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Jumlah Pegawai/Karyawan/Karyawati Dispenduk Capil berdasarkan Tingkat
Pendidikan :

Pendidikan Jumlah
S3 - orang
S2 6 orang
S1 12 orang
D3 6 orang
D2 - orang
D1 - orang
SLTA 22 orang
SLTP 1 orang

SD - orang
Total 47 orang
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JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN PENDIDIDKAN
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Sarana Penunjang

Demi terciptanya profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik

dan bertanggung jawab, telah dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang antara

lain sebagai berikut :

«  Komputer/Laptop
Pada setiap ruangan di masing — masing unit kerja tersedia komputer —
komputer untuk membantu pekerjaan administrasi maupun keteknikan

« Jaringan SIAK
Semua produk layanan administrasi kependudukan (KK, KTP-el, dan Akta)
menggunakan jaringan SIAK yang terkoneksi dengan server Departemen
Dalam Negeri.

*  Website
Untuk mendukung penyebaran informasi kegiatan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Probolinggo bagi stakeholders dan masyarakat umum
telah disediakan website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
merupakan langkah progresif untuk meningkatkan pelayanan publik melalui
media elektronik

» Kendaraan Lapangan
Sarana kendaraan dinas untuk keperluan operasional lapangan baik roda dua
dan roda empat sebagai penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hubungan Kerjasama

Dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan berbagai program pembangunan di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil, dilakukan pembinaan hubungan kerjasama,
baik dengan Instansi terkait (kelurahan dan kecamatan) dan Pusat maupun dengan
institusi pendidikan serta pihak-pihak terkait.

% Pemerintah pusat

Bentuk kerjasama dengan instansi pusat dituangkan melalui sinkronisasi
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program untuk ditindaklanjutimelalui program dan kegiatan di daerah dan
dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi

« Satker Terkait (kelurahan dan kecamatan)
Bentuk kerjasama dengan kelurahan dan kecamatan dituangkan dalam tugas-
tugas pokok mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seluruh
Kota Probolinggo

% Pihak-pihak Terkait
Bentuk kerjasama dengan pihak terkait atau Stake Holders seperti RSUD,
Dinas Kesehatan, IBI, dan Instansi terkait lainnya dalam rangka mendukung
program Percepatan Cakupan Akta Kelahiran serta pemanfaatan NIK, data
Kependudukan dan KTP-el dalam pelayanan kesehatan serta pelayanan publik
sesuai ruang lingkup instansi pengguna layanan administrasi kependudukan

dalam perencanaan pembangunan Daerah Kota Probolinggo.

1.2 PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH INSTANSI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai organisasi perangkat daerah yang

menangani urusan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil terhadap masyarakat

terkadang menemui permasalahan yang terjadi dimasyarakat diantaranya :

»  Gangguan printer KTP-el dan KIA Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan
permasalahan ini yaitu melakukan penjadwalan pemeliharaan rutin dengan
memperhitungkan volume pencetakan, mengadakan pembelian printer baru
melalui dana APBD.

»  Pemalsuan dokumen penerbitan akta Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan
permasalahan ini yaitu mengadakan kegiatan refresh pengetahuan bagi para
ferivikator, memfungsikan supervisor layanan secara optimal untuk
pendampingan layanan.

»  Gugatan dari prapengadilan terhadap keabsahan dokumen dan prosedur Upaya
yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu menyusun SOP
secara rinci sesuai regulasi, optimalisasi koreksi hirarkis atas produk pencatatan
sipil, penataan pengarsipan yang lengkap dan mudah ditelusuri.

»  Kendala gangguan jaringan SIAK Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan
permasalahan ini yaitu maintenance jaringan secara rutin, pengadaan peralatan
penguat sinyal radio jaringan, optimalisasi daya listrik dan pengaturan beban
untuk kestabilan server.

»  SDM yang belum memadai (adanya beberapa jabatan struktura yang kosong)

»  Masyarakat Kota Probolinggo belum memahami adanya perubahan regulasi
administrasi kependudukan ditingkat pusat yang berimbas pada implementasi

kepengurusan administrasi kependudukan di tingkat Kota Probolinggo
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2.1

BAB 11
PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dapat

digambarkan pada tabel sebagai berikut :
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2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah

a.
b.

C.

Pengelolaan Administrasi Keuangan
Pengelolaan Tata Usaha dan Perkantoran

Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan

2. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan

a.
b.

C.

Pelayanan Identitas Penduduk
Pelayanan Administrasi Pindah Datang Penduduk

Pendataan Penduduk

. Penerbitan Dokumen Kependudukan

Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan dan Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk

3. Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil

a.
b.

Pelayanan Pencatatan Kelahiran

Pelayanan P4-K (Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak,
Pewarganegaraan dan Kematian)

Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun

Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan
Data

a.
b.
C.
d.

€.

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan

Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyusunan Buku Data Penduduk Per Semester

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
STRATEGIS

1 2 3 4

1 | Meningkatnya » Persentase penduduk yang memiliki 100,00%
kepemilikan KTP-el
dokumen
administrasi » Persentase penduduk yang memiliki 97,00%
kependudukz_;m_ dan akta kelahiran usia 0-18 tahun
pencatatan sipil
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Pemanfaatan Data

2 | Meningkatnya » Persentase data ganda dan anomali 60%
akurasi data ang tervalidasi
kependudukan yang
No Program Anggaran Ket
Program Peningkatan Kinerja Lembaga
1 _ Rp. 1.348.157.232 | APBD
dan Aparatur Pemerintah
Program Pelayanan Administrasi
2 Rp. 810.238.500 APBD
Kependudukan
Program Pelayanan Administrasi
3 o Rp. 329.448.500 APBD
Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi
4 | Administrasi Kependudukan dan Rp. 366.922.000 APBD

JUMLAH

Rp. 2.854.766.232
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Hasil pengukuran Kkinerja terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Tahun 2019-2024, menunjukkan bahwa secara umum
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo telah mencapai kinerja baik
terkait pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, meski masih terdapat
indikator yang belum memenuhi target. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari
penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator Kinerja.Untuk
mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka penetapan
indikator—indikator Kkinerja serta rencana pencapaiannya dilakukan sejak awal perencanaan
program dan kegiatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dari setiap indicator
kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai oleh indicator Kkinerja tersebut, sehingga
diketahui selisih Kkinerjanya (performance gap). Berdasarkan performance gap tersebut,
dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yangtepat untuk peningkatan kinerja di masa
mendatang. Dalam proses pengukuran Kinerja tersebut, diperhatikan prinsip-prinsip

keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

3.1 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo

1) Capaian Kinerja  Sasaran : Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi
Srategis Sasaran | Kependudukan dan pencatatan sipil
TABEL 1la
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI %
STRATEGIS KINERJA 2020 2020
1. Meningkatnya | Persentase penduduk 100,00% 98,40% 98,40%
kepemilikan yang memiliki KTP-
dokumen el
administrasi
kependudukan | Persentase penduduk 97,00% 95,84% 98,81%
dan pencatatan | Yang memiliki akta
sipil kelahiran usia 0-18
tahun

Analisi Capaian Kinerja :

Penjelasan :

Capaian kinerja kepemilikan dokumen administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil
belum bisa mencapai target yang diharapkan walaupun secara nasional dan propinsi teralh

memenuhi target hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan
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karena terkendala oleh pandemic covid 19 seperti pelayanan keliling dan jemput bola untuk

perekaman KTP-el dan akta kelahiran.

TABEL 1b
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI
STRATEGIS KINERJA 2020 2019 2020
1 | Meningkatnya Persentase penduduk yang 100,00% 98,23% 98,40%

kepemilikan memiliki KTP-el
dokumen
administrasi Persentase penduduk yang 97,00% 94,42% 95,84%
kependudukan memiliki akta kelahiran
dan  pencatatan | usia 0-18 tahun
sipil

TABEL 1c

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D. AKHIR PERIODE RENSTRA

TARGET
NO SASARAN INDIKATOR AKHIR REALISASI | TINGKAT
STRATEGIS KINERJA RENSTRA 2020 KEMAJUAN
(TH 2024)
1 Meningkatnya Persentase penduduk 100,00% 98,40% 0,17%
kepemilikan yang memiliki KTP-el
dokumen
administrasi
kependudukan Persentase  penduduk 100,00% 95,84% 1,42%
dan pencatatan | yang memiliki  akta
sipil kelahiran usia 0-18
tahun

Tingkat kemajuan = Tahun sekarang — Tahun Kemarin

TABEL 1d
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET NASIONAL

SASARAN REALISASI REALISASI

STRATEGIS NI ARSI SREA TAHUN 2020 | NASIONAL KET
Meningkatnya Persentase penduduk yang 98,40% 98% Tercapai
kepemilikan memiliki KTP-el
dokumen
administrasi
kependudukan Persentase penduduk yang 95,84% 92% Tercapai
dan  pencatatan | memiliki akta kelahiran
sipil usia 0-18 tahun
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TABEL 1le

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

% ANGGARAN
SASARAN INDIKATOR DARI TOTAL
MO STRATEGIS KINERJA ANEISTARIAN AN ANGGARAN
KESELURUHAN
1 | Meningkatnya Persentase penduduk | Rp. 810.238.500 28,38%
kepemilikan dokumen | yang memiliki KTP-el
administrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil
Persentase penduduk Rp. 329.448.500 11,54%
yang memiliki akta
kelahiran usia 0-18
tahun

Total anggaran keseluruhan = Rp. 2.854.766.323
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TABEL 1f

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

KINERJA ANGGARAN
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | ALOKASI PAGU CAPAIAN
STRATEGIS REALISASI 2020
2020 2020 (%) 2020 (%)

1 | Meningkatnya Persentase penduduk yang | 100,00% 98,40% 98,40% Rp. 810.238.500 Rp. 803.079.650 99,12%

kepemilikan memiliki KTP-el

dokumen

administrasi Persentase penduduk yang [ 97,00% 95,84% 98,81% Rp. 329.448.500 Rp. 262.662.800 |  79,73%

kependudukan  dan | memiliki akta kelahiran usia

pencatatan sipil

0-18 tahun

LKJIP TAHUN 2019 DISPENDUKCAPIL




TABEL 1g
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

% %
w0l sasaran INDIKATOR | CAPAIAN | PENYERAPA | TinGKAT
SASARAN K“;(I)EZIEJA ANGGARAN EFISIENSI
2020
1 | Meningkatnya | Persentase penduduk 98,40% 99,12% -0,73%
kepemilikan yang memiliki KTP-
dokumen el
administrasi
kependudukan | Persentase penduduk 98,81% 79,73% 19,8%
dan pencatatan | yang memiliki akta
sipil kelahiran usia 0-18
tahun

Tingkat Efisiensi = %capaian Kinerja - % Penyerapan Anggaran

TABEL 1h
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan dan Kegagalan/ penurunan kinerja serta
solusi yang telah dilakukan

TARGET | REALISASI
IKU 2020 2020 ANALISIS PENYEBAB
Persentase 100,00% 98,23% v Masyarakat Kota Probolinggo semakin
penduduk yang sadar akan pentingnya kepemilikan
memiliki KTP- dokumen administrasi kependudukan dan
el pencatatan sipil
v Adanya tim percepatan KTP-el yang
Persentase 95,00% 94,42% bekerja maksimal
penduduk yang v Adanya inovasi 3 in 1, akik cemerlang dan
memiliki  akta jurus AK3 dan GO Digotal
kelahiran usia v’ Jaringan yang memadai
0-18 tahun v Adanya pandemic covid 19 sehingga tidak
bisa melaksanakan Layanan jemput bola
ke sekolah, kelurahan dan posyandu
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TABEL 1i
Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian

kinerja
IKU TA;)SOET REA;(SSASI Program/Kegiatan
Persentase 100,00% 98,23% s Program Pelayanan  Administrasi
penduduk yang Kependudukan
memiliki KTP-el » Pelayanan Identitas Penduduk
» Pelayanan  Administrasi ~ Pindah
Datang Penduduk
» Pendataan Penduduk
» Penerbitan Dokumen Kependudukan
» Koordinasi dan Konsultasi
Penyelenggaraan dan  Pelayanan
Administrasi  Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
» Pelayanan  Keliling Pendaftaran
Penduduk
Persentase 95,00% 94,42% s Program Pelayanan  Administrasi
penduduk yang Pencatatan Sipil
memiliki  akta » Pelayanan Pencatatan Kelahiran
kelahiran usia O- » Pelayanan  P4-K  (Perkawinan,
18 tahun Perceraian, Perubahan Status Anak,
Pewarganegaraan dan Kematian)
» Peningkatan Cakupan Kepemilikan
Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun
» Pengadaan Blangko dan Formulir
Pencatatan Sipil
2) Capaian Kinerja  Sasaran : Meningkatnya akurasi data kependudukan

Srategis Sasaran Il

TABEL 1a
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI %
STRATEGIS KINERJA 2020 2020
1. Meningkatnya | Persentase data 60% 35,05% 58,41%
akurasi data ganda dan anomali
kependudukan

Analisi Capaian Kinerja :
Penjelasan :
Capaian kinerja persentase data ganda dan anomali belum bisa mencapai target yang

diharapkan dikarenakan :
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data kependudukan

dan anomali

1. Data ganda dan anomali hanya bisa di validasi ketika ada laporan dari masyarakat terkait
data kependudukan tidak bisa digunakan untuk pelayanan public yang lain.
2. Petugas yang bisa melakukan usulan data ganda dan anomaly untuk masuk ke data bersih
hanya 1 orang
3. Pembersihan data konsolidasi data bersih merupakan kewenangan pusat
TABEL 1b
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI
STRATEGIS KINERJA 2020 2019 2020
1 | Meningkatnya Persentase data ganda dan 60% 0% 35,05%
akurasi data anomali
kependudukan
TABEL 1c
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D. AKHIR PERIODE RENSTRA
TARGET
NO SASARAN INDIKATOR AKHIR REALISASI TINGKAT
STRATEGIS KINERJA RENSTRA 2020 KEMAJUAN
(TH 2024)
1 Meningkatnya Persentase data ganda 100,00% 35,05% 35,05%
akurasi data dan anomali
kependudukan
Tingkat kemajuan = Tahun sekarang — Tahun Kemarin
TABEL 1d
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN
% ANGGARAN
SASARAN INDIKATOR DARI TOTAL
NS STRATEGIS KINERJA ANEIEIARAN AL ANGGARAN
KESELURUHAN
1 | Meningkatnya akurasi | Persentase data ganda | Rp. 366.922.000 12,85%

Total anggaran keseluruhan = Rp. 2.854.766.323
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TABEL 1le

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

KINERJA ANGGARAN
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN | ALOKASI PAGU CAPAIAN
STRATEGIS REALISASI 2020
2020 2020 (%) 2020 (%)
1 | Meningkatnya Persentase data ganda dan 60% 35,05% 58,41% Rp. 366.922.000 Rp. 343.547.500 93,63%

akurasi data
kependudukan

anomali
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TABEL 1f
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

% %
w0l sasaran INDIKATOR | CAPAIAN | PENYERAPA | TinGKAT
SASARAN KII;I(I)EZIEJA ANGGARAN EFISIENSI
2020
1 | Meningkatnya | Persentase data 35,05% 93,63% -58,58%
akurasi data ganda dan anomali
kependudukan

Tingkat Efisiensi = %capaian kinerja - % Penyerapan Anggaran

TABEL 1g
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan dan Kegagalan/ penurunan Kinerja serta
solusi yang telah dilakukan

TARGET | REALISASI

IKU 2020 2020 ANALISIS PENYEBAB
Persentase data 60% 35,05% v Data ganda dan anomali hanya bisa di
ganda  dan validasi ketika ada laporan dari
anomali

masyarakat terkait data kependudukan
tidak bisa digunakan untuk pelayanan
public yang lain.

v Petugas yang bisa melakukan usulan data
ganda dan anomaly untuk masuk ke data
bersih hanya 1 orang

v Pembersihan data konsolidasi data bersih

merupakan kewenangan pusat
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TABEL 1h
Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian

kinerja
TARGET | REALISASI :
IKU 2020 2020 Program/Kegiatan
Persentase data 60% 35,05% % Program Pengelolaan Informasi
ganda dan Administrasi  Kependudukan dan
anomali Pemanfaatan Data

» Pengelolaan  Sistem  Informasi
Administrasi Kependudukan

> Pengelolaan dan Penyajian Data
Kependudukan

» Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

» Penyusunan Buku Data Penduduk
Per Semester

» Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
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3.2

Realisasi Anggaran

Kinerja Hasil/Keluaran Realisasi
No Program/Kegiatan Anggaran ] Satua .
Uraian n Target Anggaran Kinerja Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Program Peningkatan Rp 1.348.157.232 | Persentase capaian Perse 100 Rp 1.173.523.213 100
Kinerja Lembaga dan kinerja program n
Aparatur Pemerintah minimal 80%
1 | Pengelolaan administrasi Rp 91.625.000 | Persentase laporan Persen 100 Rp 71.875.000 100 Anggaran tidak
keuangan keuangan yang tepat terealisasi 100% karena
waktu adanya pejabat yang
kosong sehingga honor
pengelola keuangan
tidak bisa direalisasikan
Persentase realisasi | Persen 91 88,24
keuangan kegiatan dengan
capaian minimal 80%
2 | Pengelolaan tata usaha Rp 1.221.532.232 | Persentase ~ pemenuhan | Persen 94 Rp 1.072.468.213 100
perkantoran sarana dan prasarana
penunjang kelancatan
administrasi perkantoran
Persentase administrasi | Perse 100 96,9
kepegawaian yang tepat n
waktu
Persentase Perse 91 99,35
ketatalaksanaan tepat n
waktu
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Pengelolaan kinerja Rp. 35.000.000 | Persentase capaian Perse 96 Rp. 29.180.000 | 100
program dan kegiatan kinerja kegiatan n
minimal 80%
Program Pelayanan Rp. 810.238.500 | Jumlah penduduk yang Orang 169.000 Rp 803.079.650 | 171.60
Administrasi memiliki KTP-el 2
Kependudukan
Jumlah penduduk yang | Orang 79.000 81.708
memiliki Kartu Keluarga
Jumlah penduduk pindah | Orang 4.000 3.941
datang yang didata
Pelayanan identitas Rp 88.945.000 | Jumlah Pemohon KTP-el | orang 20000 Rp 87.355.000 | 25347
penduduk Yang dilayani
Jumlah Pemohon Kartu orang 15000 21211
Keluarga Yang dilayani
Jumlah Pemohon KIA orang 7000 5837
Yang dilayani
Pelayanan Administrasi Rp. 107.442.000 | Jumlah Pemohon Pindah orang 4000 Rp. 107.377.000 | 3941
Pindah Datang Penduduk Datang Yang dlayani
Pendataan Penduduk Rp.  29.016.000 | Jumlah Penduduk Yang orang 3000 Rp.  29.016.000 | 4040
Diberikan NIK
Penerbitan Dokumen Rp. 554.530.000 | Jumlah Bahan Cetak jenis 8 Rp. 549.028.750 8
Kependudukan Dokumen Kependudukan
Koordinasi dan Konsultasi Rp.  30.305.500 | Jumlah Rakor dan kali 12 Rp.  30.302.900 12

Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Konsultasi yang
dilaksanakan
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9 | Pelayanan Keliling - | Jumlah Pelaksanaan kali 0 - 0
Pendaftaran Penduduk Pelayanan Keliling di
Sekolah
Program Pelayanan Rp.  329.448.500 | Jumlah Penduduk usia anak 69622 Rp. 262.662.800 | 73257
Administrasi Pencatatan 0-18 Tahun Yang
Sipil Memiliki Akta
Kelahiran
Jumlah Penduduk orang 2400 2946
Meninggal yang
Memiliki Akte
Kematian
Jumlah Penduduk Yang | orang 6702 8049
Dilayani Pencatatan
Peristiwa Penting
10 | Pelayanan Pencatatan Rp. 134.336.000,00 | Jumlah Pemohon Akta orang 5100 Rp. 133.707.500,00 | 4714
Kelahiran Kelahiran Yang Dilayani
11 | Pelayanan P4-K Rp. 17.550.000,00 | Jumlah Pemohon Akta orang 20 Rp. 17.500.000,00 31
(Perkawinan, Perceraian, Perkawinan Yang
Perubahan Status Anak, Dilayani
Pewarganegaraan dan
Kematian)
Jumlah Pemohon Akta orang 7 7
Perceraian Yang Dilayani
Jumlah Pemohon Akta orang 60 48
Perubahan Nama Yang
Dilayani
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Jumlah Pemohon orang 250 303
Pembetulan Akta Yang
Dilayani
Jumlah Pemohon Akta orang 2400 2946
Kematian Yang Dilayani
12 | Peningkatan Cakupan Rp. 173.062.500,00 | Jumlah pelaksanaan rakor | Kkali 2 Rp. 106.955.300,00 1 Realisasi anggaran
Kepemilikan Akta yang dilaksanakan rendah karena
Kelahiran Usia 0-18 Tahun pengadaan APD
mengalami perubahan
harga lebih rendah dari
yang sudah
direncanakan,
pelayanan keliling
tidak dilaksanakan
karena pandemic covid
13 | Pengadaan Blangko dan Rp.  4.500.000,00 | Jumlah jenis blanko dan Jenis 3 Rp.  4.500.000,00 3
Formulir Pencatatan Sipil formulir yang dicetak
Program Pengelolaan Rp. 366.922.000 | Persentase Pemenuhan | Perse 100 Rp. 343.547.500 | 131,66
Informasi Administrasi Pemanfaatan Data n
Kependudukan dan Kependudukan Untuk
Pemanfaatan Data Pembangunan Daerah
Persentase Jaringan Perse 100 100
SIAK Dalam Kondisi n
Baik
14 | Pengelolaan Sistem Rp. 91.000.000 | Jumlah Sarana dan perang 2 Rp. 90.817.000 2
Informasi Administrasi Prasarana SIAK Yang kat
Kependudukan Dipelihara
15 | Pengolahan dan Penyajian Rp. 55.492.000 | Jumlah Laporan dan lapora 60 Rp. 48.983.000 79
Data Kependudukan Penyajian Data Yang n

Disusun Tepat Waktu
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16 | Kerjasama dan Inovasi Rp. 39.350.000 | Jumlah Kerjasama Yang stakeh 1 Rp. 32.417.500 1
Pelayanan Kependudukan Dilaksanakan older
dan Pencatatan Sipil
Jumlah Inovasi Yang inovas 1 1
Dilaksanakan i
17 | Penyusunan Buku Data Rp. 93.550.000 | Jumlah dokumen yang buku 180 Rp. 86.900.000 180
Penduduk per Semester dicetak
18 | Sosialisasi Kebijakan Rp.  87.530.000 | Jumlah peserta sosialisasi | peserta 400 Rp. 84.430.000 400

Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Rp. 2.582.813.163
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 dibuat sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. Dengan adanya dokumen LAKIP ini, setiap
pertanggung jawaban kinerja sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dalam pengelolaan sumber daya
maupun kebijakannya dapat diukur indikator keberhasilannya. Serta Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini disusun guna memenuhi salah satu prinsip governance
yaitu transparasi dan akuntabilitas. Gambaran mengenai keberhasilan beserta faktor
pendukungnya dan kegagalan beserta faktor penghambatnya baik dari sisi internal yang
controlable maupun sisi eksternal yang uncontrolable dapat dijadikan feedback bagi upaya
perbaikan dimasa yang akan datang.

Pada umumnya, pelaksanaan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
pada tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, dimana sebagai capaian dapat tercapai
bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Meski demikian, masih terdapat target-target
dalam beberapa indikaotr kinerja yang belum tercapai dikarenakan adanya intervensi dari

faktor-faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi pencapaian target.

4.2 Langkah-Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja

Beberapa langkah yang dilakukan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan dan
peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo di masa
yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perlu kepedulian, komitmen dan keterlibatan yang lebih intensif dari bidang-bidang
teknis terkait penyediaan data-data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja
dari setiap indikator kinerja. Selama ini mekanisme penyediaan data masih cenderung
lemah, kurang responsif dan keberadaan data kurang dipandang penting sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kinerja pelaksanaan pembangunan.
Disamping itu, pada beberapa element data terjadi inkonsistensi sehingga apabila
diperlukan data series untuk dilakukan analisis kesinambungan capaian Kinerja pada
suatu indikator kinerja, manpak bahwa data-data yang dihasilkan cenderung
berfluktuasi dan tidak konsisten.

2. Diperlukannya pemahaman dan penguasaan substansi yang lebih mendalam dari
pejabat yang berwenang pada masing-masing bidang tugas terkait indikator kinerja
bidang yang bersangkutan beserta target-target yang telah ditetapkan didalam rencana
strategis. Dengan adanya pemahaman dan penguasaan terhadap indikator kinerja yang

harus dicapai, maka akan dapat diidentifikasi dan dipetakan berbagai effort yang
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bersifat prioritas dan dalam rangka mendukung pencapaian target-target kinerja
sebagaimana telah menjadi kontrak kinerja antara pejabat pada bidang yang
bersangkutan dengan atasan langsungnya.

3. Capaian kinerja yang telah diperoleh, terutama pada indikaotr Kinerja yang berada
pada kategori “kurang” atau belum mencapai target, perlu lebih mendapat perhatian
lebih dan ditingkatkan pencapaiannya. Upaya-upaya perbaikan diberbagai bidang
tugas masih tetap diperlukan untuk mendapatkan hasil kinerja yang lebih baik di masa

yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 kami susun.
Diharapkan proses pembangunan di sektor kependudukan dan pencatatan sipil dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, transparan serta mampu mencerminkan dan
mempresentasikan  bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kepada
masyarakat yang telah memberikan mandat. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai salah
satu bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun-tahun

mendatang.

Probolinggo,  Januari 2021
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